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BAB IV 
PENUTUP 

 
 
4.1.   Simpulan 

 Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat 

disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Pembagian tindak pidana secara kualitatif sudah banyak ditinggalkan. Saat ini beberapa 

negara cenderung menggunakan pembagian kuantitatif dalam mengklasifikasikan 

tindak pidananya. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana setiap negara yang dalam 

mendefinisikan dengan merujuk besaran ancaman pidananya dan prosedural. Ada yang 

membedakan dalam dua klasifikasi, ada pula yang membaginya menjadi tiga klasifikasi 

dengan beberapa level tertentu lagi. Pembagian tersebut memiliki batasan hukuman 

tertentu untuk mengklasifikasikan masing-masing tindak pidananya. Beberapa negara 

saat ini menggunakan istilah yang erat kaitannya dengan prosedur yang ringkas dalam 

perauran perundang-undangannya. Di satu sisi, ada pula yang tidak menggunakan 

istilah tertentu dalam peraturan perundang-undangannya, tetapi tetapi   

2. Bahwa tipiring di Indonesia pada awalnya dari masa Hindia Belanda yang mengalami 

penyesuaian KUHP dari Belanda. Tipiring pada masa itu hanya terbatas pada sembilan 

delik kejahatan yang berkualifikasi ringan dalam Buku II KUHP. Hal ini dilakukan 

karena pada saat itu dimaksudkan agar perkara-perkara pidana yang dianggap ringan 

dapat dibawa ke pengadilan terdekat, sehingga dapat segera diselesaikan dan tidak 

menambah beban pengadilan. Dengan adanya klasifikasi ini, maka pengadilan lokal 

(saat ini pengadilan negeri) pada saat itu diberikan kewenangan untuk menangani 

perkara pidana yang ringan. Secara garis besar, pengaturan tipiring di Indonesia sudah 

sesuai dengan beberapa karakteristik yang ditemukan juga di negara-negara lain. Akan 

tetapi, ada beberapa hal dalam di dalam perkembangan dan praktik yang terjadi dan 

membuat pengaturan dari tipiring tersebut menjadi tidak berjalan dengan baik. 

 

4.2.    Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan terhadap hasil pembahasan penelitian ini adalah: 

1. Rekomendasi terhadap perubahan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana, agar 

meninjau ulang mengenai pembagian tindak pidana di dalam RKUHP. Hal ini karena 

pembagian tindak pidana tersebut di dalam sistem Hukum Pidana dan Hukum Acara 
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Pidana mempunyai akibat-akibat hukum, sehingga pada dasarnya tidak dapat 

dihapuskan. Akan tetapi, kalau tetap memilih untuk menghapuskannya, klasifikasi 

ringan atau tidaknya suatu tindak pidana tetap perlu menempatkan definisi atau 

cangkupan delik mana saja yang dianggap ringan, sedang/berat, ataupun sangat berat. 

Hal tersebut membuat pemahaman yang jelas akan nilai dari masing-masing tindak 

pidana yang ada dan bagaimana harus menanganinya. Selain itu, perlu meninjau ulang 

mengenai tindak pidana mana saja yang di dalam praktik saat ini memenuhi 

karakteristik yang sudah dirumuskan dan dapat dimasukan ke dalam kategori tipiring; 

2. Rekomendasi terhadap perubahan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 

dalam upaya melakukan keseragaman pemahaman dalam hukum materiil ataupun 

formilnya, maka perlu memperhatikan kesesuaian batasan dalam RKUHP mengenai 

tipiring, mengenai batasan nilai kerugian, denda, ataupun ancaman pidana yang 

diancamkan dalam RKUHP serta mekanisme hakim pemeriksaan pendahuluan agar 

kewenangannya mencangkup tipiring; 

3. Permasalahan mengenai tipiring di Indonesia masih belum mendapatkan perhatian 

yang besar, padahal dampaknya akan cukup besar jika terus menerus permasalahan ini 

dibiarkan. Penelitian ini hadir untuk memberikan kontribusi terhadap ruang diskusi 

lebih lanjut bagi pembaharuan hukum tipiring. Akan tetapi, penelitian ini terbatas pada 

melihat mengenai pemaknaan tindak pidana ringan itu sendiri secara konsep, sedangkan 

secara praktik hanya cuplikan saja untuk membantu justifikasi. Maka dari itu, akan 

lebih kaya pembahasannya jika riset ke depannya bisa membahas beberapa 

permasalahan yang ada dalam aspek tindak pidana ringan dengan lebih terfokus. Salah 

satu hal yang menarik untuk dibahas ialah terkait dengan perkembangan nilai jahat dari 

suatu tindak pidana. Merumuskan penilaian akan nilai jahat dari suatu tindak pidana 

cukup menarik untuk dilakukan dan mungkin bisa melakukan survei kepada 

masyarakat untuk melihat perspektif nilai jahat akan suatu tindak pidana, sebagaimana 

yang dilakukan oleh Inggris. 
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LAMPIRAN 

 
Lampiran 1.  Transkrip Wawancara dengan Arsil 

Waktu  : 10 Juli 2020 

Tempat : Secara online melalui Google Meets 

 

Asal-usul tindak pidana ringan dan karakteristik yang dimiliki oleh tipiring itu sebenarnya 

seperti apa? 

 Jadi, sebenarnya secara garis besar, KUHP yang terlebih dahulu menentukan, KUHP 

Belanda ya karena ada perbedaan antara KUHP kita dan KUHP Belanda. Nah, di Belanda, 

pembagian dasarnya adalah dari Buku II dan Buku III, dipisahkannya antara kejahatan dan 

pelanggaran. Buku III itu memang dimaksudnya untuk mengatur tindak pidana tindak pidana 

yang sifatnya ringan, yang mana di Belanda itu diatur di tingkat lokal (kalau di kita itu Perda). 

Kemudian aturan-aturan lokal yang secara garis besar diatur di tempat-tempat lain, dimasukkan 

ke buku III, yang kemudian diselesaikan melalui proses persidangan yang berbeda, kalau di 

Belanda namanya Kantongerecht. Kantongerecht itu pengadilan untuk perkara-perkara ringan, 

di kita tipiring, dan karena ringan maka hakimnya cukup satu. Secara garis besar pembagiannya 

seperti itu karena pelanggaran itu ancamannya rata-rata rendah kan, rendah atau kurungan 

bervariasi,  tapi Buku III dianggap tindak pidana yang sifatnya sangat ringan. 

Pada saat pembuat KUHP Indonesia, pada saat pemerintah Belanda membuat KUHP 

untuk Indonesia, konstruksinya sama, ada buku II dan buku III, yang mana buku III memang 

dimaksudkan nanti prosesnya cepat. Tapi kemudian, mereka melihat bahwa ada kejahatan-

kejahatan tertentu yang bisa dibagi menjadi kejahatan yang sifatnya ringan dengan kriteria 

tertentu. Mereka masukkan lah pasal yang ringan ringan itu. Konstruksi itu gak ada di Belanda, 

gak ada dibagi-bagi. Kemudian, penyusun KUHAP memasukkan ringan ringan itu, karena 

kualifikasi ringan tadi, dimasukkan sebagai setara dengan pelanggaran, sehingga 

persidangannya akan sama dengan pelanggaran. Maka dibuatlah prosedur di KUHAP yang 

namanya acara cepat, di dalamnya ada dua, tipiring dan lalu lintas, kemudian ditambah juga 

penghinaan ringan. Di Belanda, aslinya penghinaan ringan itu 3 bulan. 

Karakteristiknya ini suatu tindak pidana yang sifat perbuatannya dianggap tidak terlalu 

serius, tidak berat, dan konsekuensi ancaman hukumannya tidak terlalu berat untuk terdakwa. 

Jadi, kalaupun dinyatakan bersalah, sanksinya tidak merampas kemerdekaan, tetapi denda atau 

yang lainnya, sehingga caranya bisa di-bypass, tidak seperti acara biasa, tidak harus rumit, 
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orang dibawa langsung ke pengadilan, dan dengan informasi yang ada hakim bisa menilai, 

bahkan keterang lisan dari penuntut, terdakwa, tanpa ada saksi yang lain, secara beralasan 

hakim bisa menilai bersalah ataupun tidak. Kalau pun ada kesalahan, hukuman yang akan 

dijatuhkan ringan. Kemudian, di KUHAP dijelaskan kalau hukuman yang dijatuhkan bukan 

merampas kemerdekaan, maka tidak ada upaya banding. 

 

Apakah ada perbedaan pemandangan dari ahli-ahli ataupun akademisi pidana di dalam 

memandang tindak pidana ringan? 

 Sebenarnya tindak pidana ringan itu adanya bukan di KUHP, tapi di KUHAP. Aturan 

mengenai apa saja yang masuk ke dalam tindak pidana ringan, adanya diatur dalam KUHAP 

dalam Pasal 205 dalam acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan. Kenapa? Karena tindak 

pidana ringan itu relasinya nanti dengan hukum acara, bukan karakteristik tindak pidana, tapi 

karakteristik hukum acara pidana. Masalahnya kemudian, pada saat pembuat undang-undang 

membuat tindak pidana ringan ini dalam Buku II atau Buku III, itu mereka punya parameter 

dalam menentukan ancaman. Pada dasarnya Buku III itu mala prohibitia, bukan mala in se. Di 

Indonesia, banyak di hukum kita yang seharusnya masuk ke dalam kategori pelanggaran 

sehingga hukum acaranya berbeda, dan parameter akhirnya adalah ancaman hukuman, 

pembuat undang-undang kita sekarang lupa akan hal itu. Sehingga ketika ada tindak pidana 

yang sebenarnya sifatnya ringan, ancamannya justru ditaruh melebihi dari apa yang diatur di 

acara cepat. Jadi, masuknya ke acara biasa. Kita tidak tertib lagi akan hal ini. Hal ini karena 

pembuat undang-undang tidak memahami kerangka berpikir Belanda dalam menentukan hal 

itu. Itu lah akhirnya aturan-aturan kita berantakan. Misalnya, walaupun Perda ancaman 

maksimalnya 6 bulan, tapi kan kita harus disesuaikan dengan cara tindak pidana ringan tadi. 

Pelanggaran rokok misalnya, ngapain juga pakai acara biasa, harusnya pakai acara tipiring. 

Tapi, karena ancamannya di atas 3 bulan, masuklah dia ke acara biasa. Di konsep Belanda, 

pelanggaran masuk ke tindak pidana ringan, kantongerecht. Mereka parameternya adalah 

klasifikasi buku dalam KUHPnya. Di kita, mayoritas perda sekarang memberikan ancaman 

pidananya maksimum yang diperbolehkan oleh undang-undang, yakni 6 bulan. 

Konsekuensinya, tidak bisa masuk tindak pidana ringan. 

 

Mengenai pengahapusan klasifikasi tindak pidana di dalam RKUHP ada pengaruhnya ke 

pengaturan tindak pidana ringan kah bang? 
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Konsep mengenai penghapusan pembagian tindaak pidana antara kejahatan dan 

pelanggaran itu sudah lama sekali ada. Jadi, mungkin itu jadi alas an KUHAP tidak 

menyebutkan pelanggaran di dalam persyaratan acara pemeriksaan cepat, sehingga hanya 

menyebutkan terkait dengan ancaman hukumannya saja. Masalahnya setelah itu adalah 

undang-undang yang kita buat, terutama pasca tahun 1999, tidak lagi ketat mengatur ancaman 

hukuman, terutama untuk pelanggaran. Bahkan mayoritas tidak lagi disebut apakah itu 

kejahatan atau pelanggaran.  Maka, dalam RKUHAP nanti harus diatur mengenai penyesuaian 

hukuman dalam KUHP. Parameter 3 bulan sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah 

tidak ada lagi kurungan dan ancaman pidana penjara paling rendah sudah 6 bulan. Jadi, kalua 

RKUHP ini disahkan, maka delik-delik pelanggaran yang ada di Buku III sekarang, tidak bisa 

lagi diadili secara pemeriksaan cepat. Perlu diperhatikan mengenai apakah pembuat RKUHP 

menyadari konsekuensi ke hukum acara atau tidak pada saat mereka menaikan ancaman-

ancaman dalam Buku III menjadi 6 bulan. 

 

Apakah penanganan yang ringan di dalam tindak pidana ringan ini nantinya justru akan 

membuat tingkat residivis meningkat? 

 Residivis untuk tindak pidana ringan kan tidak berbahaya. Gini, kita masuk ke salah 

satu contoh tipiring. Merokok di dalam mall, diadili lah dia, bayar denda lah dia. Besoknya dia 

dedenda lagi, jadi dia residivis. Walaupun dalam konstruksi KUHAP kit aitu bukan residivis, 

karena  residivis terbatas kepada pengulangan jenis pidana tertentu. Tapi anggap lah dia sebagai 

residivis karena melakukan pelanggaran berulang kali. Apa masalahnya? Seberapa besar 

damage-nya bagi masyarakat kalau seperti itu? Atau misalnya orang ditilang nih, besok 

ketilang lagi, dia menjadi residivis. Terus kenapa? 

 

Itu kan konteknya pelanggaran ya bang, kalau soal pencurian bang, atau tindak pidana 

yang dalam Buku II? 

 Oke. Itu diatur dalam KUHP dalam perbarengan dan perbuatan berlanjut. Kalau 

seandainya dua perbuatan perbarengan itu terjadi atas 363, 373 dan segala macam itu, maka 

diperlakukan sama dengan tindak pidana umumnya.  

 

Sekarang ini kan ada PERMA 02/2012, itu sebenarnya latar belakangan seperti apa banag? 

 Waktu itu muncul kasus nenek minah sekitar tahun 2009 yang membuat heboh. Terus, 

ada juga kasus dua orang, suami isteri, ditangkap dan ditahan karena mencuri 

semangka/papaya. Semua kasus-kasus kecil itu jadi heboh. Kemudian, setelah diperhatikan hal 
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yang buat heboh adalah semuanya ditahan. Di situlah orang-orang marah. Isunya kemudian 

adalah penuntut umum berargumen bahwa yang dilakukan adalah tindak pidana, jadi tidak bisa 

dilepaskan begitu saja. Lalu, pertanyaannya kemudian adalah bukan apakah mencuri nilai 

sekian itu diperbolehkan? Kan bukan itu. Tapi, bagaimana memproses perkara seperti ini. 

Kalau diperlakukan seperti biasa, apalagi sampai ditahan, maka ini menjadi masalah, karena 

tidak sebanding antara perbuatan dengan damage/sanksi yang akan diterima oleh pelaku. Di 

situlah gua mulai melihat secara khusus waktu itu ke Pasal 364 dan berlanjut ke tindak pidana 

ringan yang lain. Ketika gua liat, masalahnya adalah nilainya masih 250 perak, sedangkan 

kokoa tadi Rp10.000, kalau seandainya di bawah 250, maka seharusnya masuk ke acara cepat. 

Dan 250 ini adalah nilai rupiah pada tahun 1960an yang pastinya nilai itu memang cukup besar 

pada tahun ini dibandingkan sekarang. Sehingga perlu adanya revisi undang-undang KUHP 

untuk menyesuaikan nilai rupiah yang ada di dalam KUHP yang berlaku saat ini, termasuk juga 

dengan denda. Jadi, kalaupun perkara seperti ini kalaupun diputus, hukumannya bukan penjara, 

tapi misalnya denda. Penyesuaian nilai rupiah ini bisa dilakukan dengan sederhana 

sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Indonesia pada tahun 1960 melalui 2 Perpu. Jadi, 

sebenarnya untuk penyesuaian ini tidak perlu menunggu hingga RKUHP disahkan.   
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Lampiran 2. Transkrip Wawancara dengan Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, 
S.H.,MA 

Waktu  : 15 Juli 2020 

Tempat : Secara online melalui pesan suara di Whatsapp 

Pada wawancara kali ini penulis terlebih dahulu mengirimkan daftar pertanyaan kepada Prof. 

Tuti dan beliau memilih untuk menjawabnya melalui pesan suara saja karena keterbatasan 

waktu. Sehingga, tidak ada ruang untuk mengkonfirmasi ataupun menjelaskan lebih lanjut 

mengenai maksud dari beberapa pertanyaan yang tidak dimengerti. 

Apa yang dimaksud dengan tipiring? Bagaimana kedudukannya di dalam sistem peradilan 

pidana? 

Itu pertanyanya bukan buat saya dong. Itu bisa baca di KUHAP di Pasal 205. Terus 

dilihat juga PERMA Tahun 2012 tentang jumlah denda. Kemudian ada Surat Keputusan 

Bersama dari Ketua Mahkamah Agung, Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri yang 

menyesuaikan dengan PERMA 02/2012. Kedudukannya ya tiping. 

Sejauh ini bagaimana pengaturan mengenai tipiring dalam RKUHP? Apa-apa saja delik 

dalam KUHP yang dipertahankan, dikeluarkan, ataupun ditambah sebagai rumusan 

tipiring di dalam RKUHP? Apa yang melatarbelakangi pengaturan tersebut? 

Rancangan ini itu sudah ada sejak tahun 1960an ya. Jadi, dari para perancang itu lah 

yang memilah-milah mana ketentuan yang masuk ke dalam Rancangan KUHP, mana yang 

tidak. Jadi, kalai Anda tanya apa saja, saya tidak pernah melakukan pemeriksaan seperti itu. 

Jadi, harus diingat bahwa tim yang sekarang ini tidak memulai dari awal. Kami sudah 

mendapatkan rancangannya dari para perancang KUHP yang pertama, yang tahun 1960an itu. 

Apa saja kah konsekuensi dari adanya pengaturan tipiring ini? (secara hukum materiil 

ataupun formilnya) 

Ya, tipiring itu kan tindak pidana ringan, ada pencurian ringan, penggelapan ringan , 

penganiaayan ringan. Saya gak ngerti maksud anda konsekuensinya. Ya konsekuensinya 

pidananya lebih ringan, gitu aja. 

 

Apakah tim perumus ada menemukan catatan khusus berkaitan dengan tipiring di yang ada 

dalam KUHP ataupun melihat perkembangan yang ada sebagai pertimbangan dalam 

merumuskannya dalam RKUHP? 
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Kami memang menemukan bahwa beberapa ketentuan yang ada dalam Buku III KUHP 

yang berupa pelanggaran itu tidak dimasukkan ke dalam RKUHP. Dan kemudian, melihat 

perkembangan yang ada sebagai pertimbangan, ya kami menganggap bahwa apa yang kami 

rumuskan dalam RKUHP itu sudah cukup. 

Apakah ada ketentuan yang dibuat untuk dapat menegasikan penggunaan pasal tipiring? 

(misalnya: dilakukan terencana, berulang, atau lainnya) 

Secara khsus tidak ada. Karena semua ketentuan dalam Buku I juga berlaku. 

Bagaimana integrasi rumusan tipiring di dalam RKUHP dengan KUHAP yang ada saat ini? 

Ya ini kan berlakunya masih nanti, masih tiga tahun lagi, setelah diketok oleh DPR. 

Jadi, bagaimana diintegrasikan, ya itu kan sesuatu yang baru. 
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Lampiran 3. Transkrip Wawancara dengan Yosua Octavian, S.H 

Waktu  : 20 Juli 2020 

Tempat : Dilakukan secara online melalui email 

 

Bagaimana konsep tindak pidana ringan berkembang dalam hukum pidana? 

Sebagai dasar, hukum diciptakan untuk memberikan kepercayaan (oleh negara) kepada 

masyarakat, yang mana memiliki tujuan terhadap kesejahteraan. Secara teori, hukum mengatur 

aktivitas hubungan individu antar individu, individu dengan badan hukum, bahkan individu 

dengan eksositem lingkungan. Agar hukum tercipta sebagaimana teorinya, maka dalam 

pencapaiannya, hukum harus berdiri berdasarkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. 

Meski hukum merupakan produk klasik (bukan produk yang diciptakan di zaman milenial), 

namun hukum diharapkan dapat berkembang mengikuti arus perkembangan zaman untuk 

mengatur segala perbuatan yang berpotensi terjadinya perselisihan, baik perselisihan kecil 

maupun besar. 

Dulu pemidanaan seolah diartikan hanya untuk membuat si pelaku jera dan tidak 

melakukan perbuatannya lagi. Namun seiring berjalannya waktu pengartian pidana tersebut 

dianggap tidak relevan karena secara tidak langsung tidak berdampak terhadap asas hukum itu 

sendiri. Dari penghukuman terhadap pelaku menjadi keadilan bagi pelaku dan korban. Hal ini 

lah yang sering digaungkan ketika negara sudah mengakui keberadaan dari keadilan restoratif. 

Menghukum si pelaku dengan penjara yang lama pun dapat dinilai merugikan si pelaku itu 

sendiri dan negara. Maka perlu lah untuk melihat sisi lain dari pemidanaan itu sendiri. 

Menjadikan konsep hukum ke nilai keadilan restoratif memang tidaklah mudah karena masih 

-

seharusnya dapat diselesaikan di luar proses peradilan justru tidak terjadi. 

Berjalannya waktu, Indonesia akhirnya mengenalkan suatu sistem bernama keadilan 

restoratif atau keadilan pemulihan. Jika dulu kita mengenal pemidanaan sebagai ajang 

pembalasan, kini sudah saatnya mengedepankan nilai pemulihan terhadap keadaan semula. Hal 

ini dimaksudkan ke dalam proses penyelesaian masalah melalui mekanisme litigasi atau non-

litigasi. Dan harapan besar dari keadilan restoratif itu sendiri adalah agar mengedepankan 

proses penyelesaian non-litigasi. Sebagaimana sasarannya, non-litigasi diharapkan menyasar 



75 
 

terhadap tindak pidana ringan. Konsep keadilan restoratif lebih menitikberatkan dengan adanya 

partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara 

pidana. Oleh karena itu, pendekatan ini dimaksudkan bahwa peran negara diharapkan kecil 

bahkan tidak dibutuhkannya dalam penyelesaian perkara pidana, tetapi melibatkan para pihak 

(pelaku dan korban) demi terciptanya penyelesaian perkara pidana.  

Di KUHAP, tindak pidana ringan terdapat dalam Bab XVI, tepatnya dalam pasal 205 

ayat (1). Namun hal ini hanya menyasar terhadap praktik acara proses peradilannya. Pasal 

tersebut menjelaskan bahwa: 

ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) 

bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7,500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan 

 Dan apabila pasal 

tersebut diartikan secara detil, maka ketiga unsur yang masuk ke dalam tindak pidana tingan 

ialah pasal-pasal yang di atur dalam KUHP, seperti pasal 364, pasal 373, pasal 379, pasal 384, 

pasal 407 dan pasal 482. 

Langkah memajukan keadilan restoratif dilihat banyak manfaatnya, salah satunya adalah 

menurunkan angka kepadatan dalam penjara, berkurangnya label kriminal terhadap seseorang, 

penghematan waktu karena tidak melalui proses litigasi, dan bahkan biaya. Namun rasanya 

sampai saat ini menfaat tersebut belum dilihat sebagai konsep terbaik dalam hukum di 

Indonesia. Jauh lebih menyenangkan untuk memenjarakan seseorang ketimbang mendamaikan 

situasi menjadi keadaan semula. 

 

Bagaimana kesesuaian penentuan tindak pidana ringan dalam sistem hukum pidana 

Indonesia jika dihubungkan dengan konsep petty crime dalam hukum pidana? 

Arti dari petty crime itu sendiri adalah menggolongkan jenis tindak pidana yang 

tergolong ringan. Secara literatur hukum pun sepertinya tidak menyebutkan apa itu golongan 

tindak pidana ringan. Namun perlu diingat bahwa dalam KUHP, kita mengenal tentang 

kejahatan dan pelanggaran. Untuk membedakannya, hal ini diatur dalam bab terpisah. Didalam 

pelanggaran tidak mengenal hal tersebut. 

Tindak pidana ringan merupakan suatu kejahatan. Namun yang menjadi pembedaan 

tindak pidana ringan dengan tindak pidana biasanya adalah ancaman hukuman atau nominal 

denda. Maka dari itu, pasal-pasal dalam KUHP seperi pasal 364, pasal 373, pasal 379, pasal 
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384, pasal 407 dan pasal 482 masuk ke dalam golongan tindak pidana ringan. Bukan berarti 

tanpa hukuman seperti tindak pelanggaran, tindak pidana ringan hanya mengatur konsep acara 

pemeriksaan. Jadi untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan merupakan t indak 

pidana biasa, tindak pidana ringan atau pelanggaran, lihatlah dalam pasal 205 ayat (1) KUHAP 

yang telah dijelaskan di atas. 

Setidaknya yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana ringan ialah perbuatan yang 

memenuhi 3 unsur, yaitu: ancaman hukumannya 3 bulan dan denda paling banyak Rp 7,500,00 

(tujuh ribu lima ratus rupiah) dan penghinaan ringan. Namun di tahun 2012, definisi tindak 

pidana ringan diperluas oleh Peraturan MA nomor 02 tahun 2012 dengan memasukan 

ketentuan nilai barang (kerugian) tidak melebihi Rp 2,500,000,00 (dua juta lima ratus ribu 

rupiah). 

 

Perkembangan apa yang ada di lapangan dalam kasus-kasus yang ditemui mengenai 

tipiring? 

Berkembangnya peradaban, ternyata tindak pidana ringan dan praktik penyelesaiannya 

masih belum dipahami oleh semua pihak. Tak hanya masyarakat, dari kalangan aparat penegak 

hukum pun masih terlihat kelabakan dengan istilah dari tindak pidana ringan itu sendiri. Hal 

ini bisa terlihat ketika kita masih menemukan pelaku kasus-kasus pencurian atau penggelapan 

di rutan/lapas, yang mana nominal barang dari kerugian korban hanyalah di bawah Rp 

2,500,000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). 

Secara eksklusif, hanya wilayah Pengadilan lah yang memiliki aturan secara resmi 

bahwa ada kekhususan untuk menyidangkan pelaku tindak pidana ringan. Melalui Peraturan 

MA nomor 02 tahun 2012, para pelaku tindak pidana ringan semestinya bisa memperoleh 

mekanisme persidangan cepat sebagaimana yang diatur dalam pasal 203 KUHAP. Maksud dari 

acara persidangan cepat adalah terduga pelaku tidak dilakukan penahanan dan melewati 

persidangan dengan 1 Hakim. Dalam pasal 203 KUHAP tersebut diurai bahwa yang dapat 

yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 205 

 

Memahami pasal 205 KUHAP di atas pun masih menjadi problem bagi para penegak 

hukum. Contoh untuk tindak pidana pencurian dan/atau penggelapan, kebanyakan para 

penegak hukum akan mengenakan pasal 363 dan pasal 372. Sehingga membuat para pelaku 
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tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku dalam tindak pidana ringan. Padahal jika merujuk 

dalam PERMA tersebut, jika pun kasus tersebut merupakan adalah kasus pencurian yang mana 

nilai kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku adalah di bawah Rp 2,500,000,00 (dua juta lima 

ratus ribu rupiah), maka sudah semestinya pasal 364 dikenakan. Ini bukan seolah mengeluarkan 

tindak pidana yang melakukan, melainkan untuk mengklasifikasikan apakah tindak pidana 

yang dilakukan merupakan tindak pidana biasa atau justru tindak pidana ringan? Begitu juga 

dengan kasus-kasus penggelapan. Intinya mengetahui dulu jumlah kerugian yang timbul.  

Kembali ke praktik hukum acara peradilan. Meski hanya wilayah Pengadilan yang secara 

eksplisit mengeluarkan dokumen tentang tindak pidana ringan, namun perlu diingat bahwa 

dalam sistem peradilan terpadu, pasca penerbitan Perma tersebut kini seluruh APH bersepakat 

(melalui nota kesepemahaman) yang terdiri dari MA, Menkumham, Kejagung, Polri untuk 

melaksanakan penerapan proses peradilan cepat guna menerapkan keadilan restoratif. Lagi-

lagi, sangat disayangkan kesepakatan tersebut tidak pernah dilaksanakan secara maksimal. 

 

Di dalam pengalaman Bang Jojo, apakah pernah menjumpai APH yang mengalami 

kebingungan atau dilema dalam menerapkan pengaturan tipiring? Kalau pernah, bisa 

diceritakan bang? 

Kasus Neng dan Wilyani. Silahkan kamu rinci sendiri Ki. Aku rasa kamu tahu banget 

detil kasus dan peristiwanya. 

Alasan-alasan yang seperti apa yang biasanya dijadikan landasan untuk menegasikan 

ketentuan tipiring walaupun sudah memenuhi unsur batasan nilai barang dan denda, serta 

unsur lain yang diatur dalam tiap pasalnya? 

Hal menarik untuk dibahas karena seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa sudah 

terbukti tentang nominal kerugian yang ditimbulkan kepada korban pun masih sulit dilakukan 

mekanisme penyelesaian perkara melalui proses persidangan cepat. Berdasarkan pantauan 

secara langsung maupun tidak langsung, akan sulit mengupayakan hal tersebut jika sedari awal 

tidak diintervensikan. Singkatnya seperti ini, jika di tingkat polisi tidak dilakukan proses 

pemeriksaan cepat tersebut, ditambah si pelaku tidak mendapatkan bantuan hukum, maka besar 

kemungkinan akan sulit bagi si pelaku dikategorikan dalam tipiring. Jika perkara tersebut sudah 

masuk ke wilayah Pengadilan, hal ini menjadi persoalan lagi karena mekanisme pengajuannya 

bukan melalui majelis hakim yang menangani, melainkan kepada ketua pengadilan. Secara 

otomatis, prinsipnya haruslah surat-menyurat (permohonan) yang mana membuat proses 
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tersebut akan lama. Itu pun jika direspons atau dibaca permohonan yang disampaikan kpd ketua 

pengadilan. Jika tidak, maka proses ini akan menimbulkan kebingungan. Jika menggunakan 

proses eksepsi, hal ini terlihat jarang dikabulkan. Dari pantauan saya, hanya perkara 

nomor: 594/PID.B/2019/PN.RH lah yang dikabulkan eksepsinya demi menjelaskan bahwa 

tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku merupakan masuk kepada wilayah tipiring. Meski 

setelah saya membaca, hal tersebut tidak terlalu relevan. Jadi selain unsur nilai kerugian, 

menurut hemat saya, perlu intervensi sedari awal di proses peradilan. 

 

Di dalam pengalaman, apakah kasus-kasus tipiring banyak terjadi dan cukup membebani? 

(tipiring yang ditipiringkan, tipiring yang tidak ditipiringkan) 

Sebetulnya ada beberapa kasus tipiring yang saya temukan. Namun selalu disayangkan 

karena proses ini baru ditemui ketika sudah melewati proses pra-penuntutan. Hal ini pun di 

rasa memerlukan hal yang ekstra karena ranah selanjutnya adalah perdebatan di wilayah 

pengadilan. Seperti poin di atas, jika sudah masuk ke dalam ranah pengadilan, akan lebih sulit 

diupayakan penjelasan tipiring/tidak karena proses acaranya. Jika untuk membuktikan tentang 

jumlah kerugian, maka secara otomatis haruslah melewati proses pembuktian terlebih dahulu. 

Padahal, upaya mekanisme persidangan cepat untuk kasus tipiring tidak perlu sampai ke 

agenda tersebut. Berdasarkan berita acara kepolisian yang telah menjelaskan dan menuliskan 

angka kerugian, semestinya baik jaksa maupun hakim sudah membaca, sehingga bisa 

melakukan intervensi berupa penolakan/perbaikan. Ini juga menunjukkan bahwa proses 

pelimpahan perkara dari lembaga satu ke lembaga lainnya itu hanya berbentuk formalitas 

semata. Semestinya dalam proses pelimpahan perkara tersebut, seluruh elemen haruslah 

diperhatikan dan dipertimbangkan.  

 

Menurut Bang Jojo, apakah permasalahan utama dari pengaturan kejahatan ringan ini di 

Indonesia? (Apakah mengenai pengklasifikasian di KUHP/KUHAP, atau masalahnya 

hanya ada pada APH yang menerapkan?) 

Mungkin perlu ada perbaikan secara khusus tentang klasifikasian bentuk tipiring ini. 
Sebetulnya banyak aspek juga yang belum tersasar. Contoh kasus perjudian yang mana masih 
didebatkan apakah masuk kategori tipiring/tidak. Maka dari itu perlu ada peraturan khusus atau 
setidak-tidaknya penjelasan/tafsir yang dapat diketahui oleh semua pihak tentang klasifikasi 
tindak pidana ringan. Menurut saya, sangat disayangkan juga jika seseorang ditangkap karena 
kasus perjudian yang mana hanya memperoleh keuntungan (barang bukti) di bawah Rp 
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100,000,00 (seratus ribu rupiah) harus berurusan dengan kepolisian. Jika peraturan tersebut 
sudah terdistribusi dengan baik kepada seluruh pihak, maka besar kemungkinan para APH jadi 
lebih bersinergi dalam penetutan tindak pidana ringan. Meski sudah diatur dalam nota 
kesepemahaman, bagi saya perlu ada dokumen lain yang lebih kuat secara kedudukan 
hukumnya. Hal ini melihat bahwa tidak ada sanksi dalam pelanggaran dari nota 
kesepamahaman tersebut. 


